
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku 

 

Achmad Zainuri, Akal Kultural Korupsi di Indonesia, Cahaya Baru Sawangan, Depok, 

2007. 

 

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu 

Media Publishing, Jawa Timur, 2003. 

 

Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. 

 

Anwari, Perang Melawan Korupsi Di Indonesia, Institute Pengkajian Masalah Politik 

Dan Sosial Ekonomi, Jakarta, 2012. 

 

Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. 

 

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001. 

 

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan 

dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 

2000. 

 

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2013. 

 

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988. 

 

Deni Setyawati, KPK Pemburu Koruptor, Cet I, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008. 

 

Djoko Prakoso, Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim Dalam Proses Hukum Acara 

Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987. 

 

            , Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, PT. Bina Aksara, 

Jakarta, 1987. 

 

Eddy Rifai, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Justice Publisher, Bandar 

Lampung, 2014. 

 

Elwi Danil, Korupsi, (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya), PT Raja 

Grafindo, Jakarta, 2011. 

 

Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. 

 

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. 



 

 

I.S. Susanto, Kriminologi, Penerbit UNDIP, Semarang, 1990. 

 

Jan Michiel Otto, Kepastian Hukum, (Terjemahan Tristam Moeliono), Komisi Hukum 

Nasional, Jakarta, 2003. 

 

Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia 

Publishing, Malang, 2010. 

 

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, 2006. 

 

Koentjaraningrat, Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, 

Gramedia, Jakarta, 1974. 

 

Kurniawan. L. Menyingkap Korupsi di daerah, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 

2003. 

 

Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecehannya, Sinar 

Grafika, Jakarta, 1992. 

 

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. 

 

Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Edisi Pertama Cetakan Kedua, 

Bayumedia Publishing, Malang, 2004. 

 

M. Hamdan, Tindak pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press, Medan, 

2005. 

 

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994. 

 

M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar 

Grafika Edisi ke-2, Jakarta, 2012. 

 

Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta. 

 

Mardjono Reksodipuro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cet. III. 

Jakarta, 1999. 

 

                   , Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan 

Karangan, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum 

Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997. 

 

Maria Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, 

Kompas, Jakarta, 2006. 



 

 

Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Ghalia Indonesia, 

2014. 

 

Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia, Mandar maju, 

Bandung, 2002 

 

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

1998. 

 

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 

1995. 

 

Nurdjana, Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program 

Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi, PT. Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2005. 

 

Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum 

Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. 

 

                       , Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System),  

Citra Aditya Bakti, Semarang, 2008. 

 

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, 

Jakarta, 2008. 

 

                    , Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009. 

 

R. Soesilo, Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politea, Bogor, 1996. 

 

Ridwan H. R, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 

2011. 

 

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1999. 

 

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media 

Grup, Jakarta, 2010. 

 

Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993. 

 

S. F Marbun, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia, 

Liberty, Yogyakarta, 1997. 

 

Sadjijono, Bab-Bab Pokok Tentang Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, 



 

 

Yogyakarta, 2011. 

 

Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 

1980. 

 

Syaiful Ahmad Dinar, KPK dan Korupsi (Dalam Studi Kasus), Cintya Press, Jakarta, 

2012. 

 

Soegiri dkk, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara republik Indonesia, 

Indra Djaja, Jakarta, 1976. 

 

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Rajawali 

Pers, Jakarta, 2013. 

 

               , Penelitian Hukum Normatif, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2006. 

 

               , Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986. 

 

               , Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2003. 

 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normarif Suatu Tinjauan 

Singkat, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. 

 

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep Dan Metode, Setara Press, Malang, 2013. 

 

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986. 

 

      , Hukum Pidana dan Pembangunan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983. 

 

Suradji, Mudiyati dan Sutriya (Editor), Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan 

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008. 

 

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Kompas, Jakarta, 

2006. 

 

B. Peraturan Perundang-undangan 

 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI. 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 



 

 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. 

 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. 

 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

  

C. Sumber-Sumber Lain 

 

Ario Wandatama dan Detania Sukarja, Implementasi Instrumen Civil Forfeiture di 

Indonesia Untuk Mendukung Stolen Asset Recovery (SAR) Initiative, 2007, 

Makalah dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional. 

 

Bagir Manan, Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 

Indonesia, Varia Peradilan Majalah Hukum, Tahun XXI, Nomor 243 Februari 

2006, IKAHI, Jakarta. 

 

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsiliasi Lembaga Negara Pasca 

Reformasi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia, Jakarta, 2006. 

 

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevogdheid), Pro 

Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998. 

 

                 , Tentang Wewenang, YURIKA, No. 5 & 6 Tahun XII, 



 

 

September-Desember, 1998. 

 

Website Antikorupsi, http://www.antikorupsi.org/id/content/terlibat-brigjen-tni- 

ditahan, (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 17 Juni 2017 pukul 14.37). 

 

Website Google, http://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/ 

2016/12/03/15100331/kpk.siap.bantu.tni.untuk.menarik.aset.milik.brigjen.ted

dy (terakhir dikunjungi pada tanggal 17 Juni 2917 pukul 15.23). 

 

Website KPK, http://www.kpk.go.id/id/nukpk/id/berita/siaran/pers/169-kpk- 

tingkatkan-kerja-sama-dengan-tni (terakhir kali dikunjungi pada 16 Juni 2017 

Jam 14.00). 

 

Website Kompasiana, http://www.kompasiana.com/cakgugus7/kenapa-tentara-tak- 

bisa- disentuh-kpk_5529fa0f6ea8347c1c552d8c, (terakhir kali dikunjungi 

pada 29 November 2016 Jam 15.00). 

 

Website Hukumonline, http://www.m.hukumonline.com/berita/baca/ 

hol16882/korupsi-helikopter-mi17-mulai-disidangkan, (terakhir kali 

dikunjungi pada tanggal 17 Juni 2017 pukul 11.00). 

 

Website Indonesiapolicy, http://indonesiapolicy.com/2016/10/05/kpk-vs-tni-tugas- 

yang-belum-terselesaikan/, (terakhir kali dikunjungi pada 29 November 2016 

Jam 17.00). 

 

Website Nasional News Viva, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/528101- 

moeldoko-kpk-tidak-bisa-usut-pembelian-alutsista-tni, (terakhir kali 

dikunjungi pada 29 November 2016 Jam 13.00). 

 

Website TNI AD, http://www.tniad.mil.id/index.php/binfungpen/artikel/transformasi- 

tni-ad-dibidang- latihan (terakhir kali dikunjungi pada 29 Oktober 2016 Jam 

20.00). 

http://www.antikorupsi.org/id/content/terlibat-brigjen-tni-ditahan,
http://www.antikorupsi.org/id/content/terlibat-brigjen-tni-ditahan,
http://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2016/12/03/15100331/kpk.siap.bantu.tni.untuk.menarik.aset.milik.brigjen.teddy
http://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2016/12/03/15100331/kpk.siap.bantu.tni.untuk.menarik.aset.milik.brigjen.teddy
http://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2016/12/03/15100331/kpk.siap.bantu.tni.untuk.menarik.aset.milik.brigjen.teddy
http://www.kpk.go.id/id/nukpk/id/berita/siaran
http://www.kompasiana.com/cakgugus7/kenapa-tentara-tak-bisa-disentuh-kpk_5529fa0f6ea8347c1c552d8c,
http://www.kompasiana.com/cakgugus7/kenapa-tentara-tak-bisa-disentuh-kpk_5529fa0f6ea8347c1c552d8c,
http://www.m.hukumonline.com/berita/baca/hol16882/korupsi-helikopter-mi17-mulai
http://www.m.hukumonline.com/berita/baca/hol16882/korupsi-helikopter-mi17-mulai
http://indonesiapolicy.com/2016/10/05/kpk-vs-tni-tugas-yang-belum-terselesaikan/
http://indonesiapolicy.com/2016/10/05/kpk-vs-tni-tugas-yang-belum-terselesaikan/
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/528101-moeldoko-
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/528101-moeldoko-
http://www.tniad/

